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GLOSARIUM

I. Alkohol legal:

Produk minuman beralkohol (minol) resmi yang diproduksi dan dijual sesuai dengan kerangka
regulasi dan tercatat di dalam statistik resmi di negara yang memproduksi, di negara yang
mengonsumsi, atau keduanya.

Il. Alkohol ilegal:

Alkohol yang tidak dikenakan pajak di negara yang mengonsumsi, karena biasanya diproduksi,
didistribusikan dan dijual di luar jalur formal dan di luar pengawasan pemerintah.

Ada beberapa tipe alkohol ilegal, yaitu:

A. Alkohol selundupan:

Alkohol dengan merk dagang asli yang diimpor atau diselundupkan secara ilegal ke suatu
wilayah yurisdiksi dan dijual tanpa membayar bea masuk dan/atau cukai.

B. Alkohol palsu:

Imitasi produk bermerk resmi, termasuk isi ulang, pemalsuan, dan perusakan.

C. Alkohol yang tidak sesuai standar (non-conforming atau oplosan):
Produk-produk yang tidak mengikuti aturan dan standar proses produksi, pedoman, atau aturan
pelabelan. Termasuk di dalamnya produk-produk yang diproduksi dengan alkohol tidak alami
atau alkohol ilegal untuk industri.

D. Alkohol “subtitusi” (surrogate):
Alkohol atau produk yang mengandung alkohol yang bukan diperuntukkan atau dijual untuk
konsumsi manusia tetapi dikonsumsi sebagai pengganti minol.




RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama Januari hingga April 2018, lebih dari 100 orang di beberapa tempat di Indonesia mati
akibat mengonsumsi alkohol oplosan. Alkohol tersebut mengandung metanol, yang merupakan
alkohol untuk industri dan tidak bisa dikonsumsi manusia. Banyak dari kasus tersebut terjadi
di daerah Bandung Raya, yaitu daerah metropolitan yang terdiri dari Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi, di mana 57 peristiwa telah tercatat.

Setahun kemudian, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melakukan studi kasus di wilayah
Bandung dan sekitarnya untuk mencari tahu apakah upaya pemerintah untuk mengamankan
penjualan alkohol oplosan telah berhasil dan mampu untuk mencegah terjadinya tragedi serupa
di masa yang akan datang. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah daerah, kepolisian,
penegak hukum daerah Satpol PP, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya.

Studi ini menemukan bahwa upaya penegakan hukum menghadapi tantangan-tantangan serius.
Sumber daya manusia tidak cukup. Baik Satres Narkoba Kepolisian Kabupaten Bandung maupun
Satpol PP di Kota Cimahi hanya memiliki satu petugas untuk sekitar 150.000 warga di bawah
yurisdiksi mereka. Para petugas ini memiliki beberapa target dan tidak hanya terfokus pada
masalah alkohol oplosan. Selain itu, mereka juga tidak memiliki anggaran khusus untuk masalah
tersebut, serta tidak memiliki peralatan teknis yang memadai. Untuk menanggulangi masalah
alkohol oplosan mereka membutuhkan catatan dan pengelolaan data yang lebih baik, yang saat
ini kondisinya sangat menyulitkan pihak berwenang untuk membuat perencanaan strategis.
Gesekan antar institusi memengaruhi kerja sama antara beberapa badan pemerintah dan
ada beberapa praktik korupsi, di mana vendor alkohol oplosan diberikan peringatan sebelum
dilakukannya penggerebekan.

Indonesia sebaiknya melakukan reformasi regulasi untuk mendorong tersedianya alkohol
yang diproduksi sesuai standar agar lebih terjangkau serta dapat diakses lebih mudah. Survei
yang dilakukan terhadap konsumen alkohol di Bandung menunjukkan bahwa oplosan adalah
kategori yang paling sering dibeli karena murah dan lebih mudah didapat. Regulasi saat ini
yang mengatur usia 21 tahun sebagai batas legal minimum untuk mengonsumsi alkohol perlu
untuk lebih ditegakkan lagi. Kedua, diperlukan adanya anggaran daerah yang dikhususkan
untuk memerangi alkohol oplosan serta penambahan jumlah petugas yang sudah terlatih pada
badan penegak hukum. Badan-badan tersebut juga harus bekerja sama dengan organisasi
masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi
dan mengusut vendor oplosan. Ketiga, upaya edukasi dan konseling di sekolah-sekolah dan
universitas perlu ditingkatkan lagi. Para pemuda perlu belajar tentang bahaya keracunan
metanol dari mengonsumsi alkohol oplosan. Saat ini, hanya segelintir mahasiswa di Bandung
yang menyatakan pernah mendengar kampanye tentang bahaya kosumsi alkohol oplosan.
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Sejak Januari
hingga April
2018, lebih dari
100 orang di
beberapa tempat
di Indonesia
mati akibat
mengonsumsi
alkohol oplosan.

TRAGEDI DI DAERAH BANDUNG DAN SEKITARNYA

Sejak Januari hingga April 2018, lebih dari 100 orang di beberapa tempat di Indonesia mati
akibat mengonsumsi alkohol oplosan (Faizal, 2018). Banyak dari kasus ini terkonsentrasi di
wilayah Bandung Raya, daerah metropolitan yang terdiri dari Kabupaten Bandung,' Kabupaten
Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi, di mana 57 peristiwa telah tercatat (Respatiadi
& Tandra, 2018). Jumlah ini lebih tinggi daripada jumlah akumulasi peristiwa di wilayah yang
sama lima tahun ke belakang (Tika, 2018). Di Kabupaten Bandung saja, 41 orang dilaporkan
mati akibat mengonsumsi alkohol oplosan. Lonjakan angka kematian terkait alkohol tersebut
tidak normal dan akhirnya dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa Situasional (KLBS).
Di Indonesia, status KLBS biasanya digunakan hanya untuk insiden kesehatan publik yang
gawat, seperti penyebaran penyakit atau wabah menular, sesuai dengan yang tertera di dalam
Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 949 Tahun2004 (949/Menkes/SK/
VIII/2004). Akibat skala dan tingkat parahnya penyalahgunaan alkohol, situasi di Bandung
tersebut ditetapkan sebagai KLBS oleh Dinas Kesehatan Bandung dan pemerintah daerah
(Ridwan, 2018). Menanggapi berita yang beredar, Bupati Bandung, Dadang Naser menekankan
bahwa konsumsi alkohol ilegal di bandung sudah mencapai tingkat gawat (Chandra, 2018).

Tragedi di wilayah Bandung tersebut adalah sebagian kecil dari masalah alkohol ilegal yang
lebih besar di Indonesia. Konsumsi alkohol di Indonesia sangat rendah, yaitu sebesar 0,8 liter per
kapita, dibandingkan konsumsi rata-rata 4,5 liter per kapita di Asia Tenggara secara keseluruhan.
Akan tetapi, konsumsi alkohol ilegal jauh lebih tinggi daripada alkohol legal, yaitu 0,5 liter per
kapita dan 0,3 liter per kapita (WHO, 2018). Data ini konsisten dengan penemuan di lapangan
tentang konsumsi alkohol anak remaja. Sebuah studi telah dilakukan oleh Lembaga Kajian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), yang berada di bawah kepengurusan
daerah organisasi muslim Nadhlatul Ulama (NU)? di Jakarta. Studi tersebut menemukan bahwa
di kalangan remaja usia 12 — 21 yang mengonsumsi alkohol, 61,5% dilaporkan mengonsumsi
alkohol oplosan. Mereka dilaporkan memilih oplosan karena lebih mudah diakses dan lebih
murah jika dibandingkan dengan alkohol legal (PWNU, 2017). Meluasnya keberadaan alkohol
ilegal, bahkan lebih daripada alkohol legal, adalah hal yang patut dikhawatirkan, karena hal
tersebut memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat mengingat alkohol ilegal dapat
mengandung bahan-bahan yang bukan bahan makanan seperti metanol yang bisa menyebabkan
kejang, gagal organ, atau bahkan kematian (Respatiadi & Tandra, 2018).

' Jajaran tingkat administratif di bawah tingkat provinsi di wilayah pedesaan atau Kabupaten.
2 Nadhlatul Ulama adalah salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia




Gambar 1.
Angka Total Kematian dan Cedera yang Disebabkan
oleh Konsumsi Oplosan di Wilayah Bandung Raya
(Januari 2008 - Mei 2019)
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Sumber: Media Monitoring Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Sejak tragedi pada April 2018, media melaporkan kematian dan cedera yang disebabkan oleh
konsumsi alkohol ilegal sepertinya berkurang (lihat Grafik 1). Akan tetapi, di lapangan, konsumsi
alkoholilegal masih tetap terjadi. Menurut data dari Satpol PP, di wilayah Bandung dan sekitarnya,
antara Mei 2018 hingga Mei 2019, terdapat 13 kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung, 11
kasus di Kota Bandung, 8 kasus di Kabupaten Bandung Barat, dan tidak ada kasus ditemukan di
Kota Cimahi (Wawancara 19, 2019). Totalnya ada 32 kasus yang ditemukan di wilayah Bandung

dan sekitarnya. Sayangnya, baik pihak kepolisian maupun Satpol PP tidak menyimpan
data jumlah angka kematian dan cedera dari setiap kasus yang terjadi. Terlebih lagi,
petugas kepolisian percaya bahwa sebenarnya di lapangan ada banyak kasus lain yang
tidak dilaporkan atau dicatat (Wawancara 19, 2019).

Berkurangnya kasus alkohol ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya bisa disebabkan
oleh karena ditingkatkannya upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang yang
mendapat tekanan dari pemerintah daerah, atau mungkin karena insiden-insiden yang
terjadi memberikan efek pencegahan di tengah masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut
juga bisa menunjukkan bahwa ketika perhatian media sudah hilang, kasus-kasus
tersebut menjadi tidak terdeteksi oleh pihak berwenang atau bahwa vendor alkohol ilegal
menjadi lebih hati-hati setelahnya dan pasar gelap beroperasi dengan lebih sembunyi-
sembunyi. Faktanya, survei yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies
(2018) di Kota Bandung menemukan bahwa 54% konsumen membeli alkohol oplosan
dari warung-warung tidak berizin dan 41% dari mereka percaya ada hingga lima warung

Survei yang dilakukan
oleh Center for
Indonesian Policy
Studies (2018) di Kota
Bandung menemukan
bahwa 54% konsumen
membeli alkohol
oplosan dari warung-
warung tidak berizin
dan 41% dari mereka
percaya ada hingga lima
warung yang beroperasi
dekat tempat tinggal

mereka.
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yang beroperasi dekat tempat tinggal mereka (Respatiadi & Tandra, 2018). Terlepas dari itu,
petugas penegak hukum menyadari adanya perubahan pola distribusi di Kabupaten Bandung,
misalnya dengan menggunakan mobil kecil alih-alih menggunakan truk untuk mengangkut
alkohol oplosan. Satpol PP Kabupaten Bandung mengklaim bahwa dewasa ini transaksi
berpindah-pindah ke tempat-tempat yang tidak bisa diprediksi, seperti lapangan bola, sekolah,
dan pemakaman (Wawancara 2, 2019). Tampaknya pasar gelap untuk alkohol ilegal masih ada
dan tetap menjadi isu penting di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Upaya penegak hukum untuk mengurangi konsumsi alkohol masih menghadapi banyak tantangan
yang menghambat efektivitasnya. Studi ini meneliti masalah alkohol ilegal di wilayah Bandung
dan sekitarnya, serta mekanisme penegakan hukum yang ada untuk memerangi alkohol ilegal
melalui 1) reformasi regulasi, 2) reformasi birokrasi, dan 3) upaya edukasi dan konseling.




SITUASI SAAT INI

A. Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia

Pemerintah Indonesia membatasi distribusi alkohol melalui berbagai macam regulasi. Penetapan
tarif cukai pada etil alkohol diregulasi pertama kali pada tahun 2010, dan pengenaan pajaknya
terus naik sejak saat itu (Permenkeu, 2010). Baru-baru ini, Peraturan Kementerian Keuangan
Nomor 158 Tahun 2018 menaikkan tarif cukai untuk minuman beralkohol seperti terlihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Cukai Minuman Beralkohol 2018

Pajak/Liter (Rp)

<5% Rp15.000,- Rp15.000,-
B 5% -<20% Rp33.000,- Rp44.000,-
© >20% Rp80.000,- Rp139.000,-

Sumber: Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 158 Tahun 2018

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2018 juga membatasi impor sakarin,
siklamat, dan preparat bau-bauan mengandung alkohol (Permendag, 2019).

Penjualan minuman beralkohol dibatasi oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013,
yang hanya memperbolehkan penjualan hanya di 1) hotel, bar, restoran yang sesuai dengan
persyaratan Kementerian Pariwisata, 2) Toko bebas pajak, 3) tempat-tempat yang tidak
berlokasi di sekitar rumah ibadah, rumah sakit, dan institusi pendidikan 4) toko-toko retail yang
disetujui oleh Walikota, Bupati, atau Gubernur dengan pertimbangan untuk tradisi dan budaya
daerah (untuk tipe A), dan 5) toko yang secara spesifik menjual minuman beralkohol terpisah
dari barang-barang lainnya. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 dan
Nomor 06 Tahun 2015 lebih lanjut mengatur penjual berizin untuk tidak berlokasi di sekitar
pusat kegiatan pemuda, terminal bis, stasiun, warung, minimarket lokal, dan tempat berkemah
(Permendag, 2015).

Batas usia minimum yang legal untuk mengonsumsi dan membeli alkohol telah diatur dalam
Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, yaitu pada usia 21 tahun. Pasal 15
mengatur bahwa alkohol hanya bisa dijual kepada konsumen yang dapat membuktikan bahwa
mereka berusia 21 tahun atau lebih (Permendag, 2014).

Pelarangan peredaran alkohol juga ditemukan dalam peraturan daerah di wilayah Bandung
Raya. Peraturan Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun
2010, dan Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 membatasi penjualan alkohol
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pada tempat-tempat yang sudah diatur dalam peraturan pusat dan juga membuat penjualan
tergantung pada persetujuan Bupati. Pengecer hanya dapat menjual alkohol yang mengandung
etanol kurang dari 15% (Perda Kabupaten Bandung, 2010; Perda Kota Bandung, 2010). Kalau
vendor mematuhi peraturan daerah, mereka akan diberikan Izin Tanda Penjualan Minuman
Beralkohol (ITPMB) oleh Bupati (Perda Kota Bandung, 2010). Sementara itu, Peraturan Kabupaten
Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tipe alkohol, tempat distribusi, batas umur,
dan izin berdagang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat (Perda Bandung Barat, 2014).
Peraturan Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Ketertiban Umum melarang penjualan
semua alkohol dengan kandungan alkohol di atas 5% (Perda Kota Cimahi, 2009).

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang disebutkan sebelumnya bisa dianggap
sebagai pelanggaran ringan ataupun berat, tergantung dari tindakan, akibat, dan sanksi yang
sudah ditentukan. Dianggap ringan ketika pelanggaran dilakukan terhadap peraturan daerah
dan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki sanksi
maksimum tiga bulan hukuman penjara atau hukuman lebih ringan seperti sanksi administratif
atau denda kurang dari Rp2.500.000,- tergantung pada putusan hakim (Utrecht, n.d.; Jatna,
2012; Interview 8, 2019). Kasus pelanggaran ringan dapat melalui investigasi yang lebih cepat
dan persidangan sesuai dengan prosedur KUHP Bab 6 Paragraf 1.

Sementara itu, pelanggaran berat adalah kasus di mana pelanggaran menyebabkan bahaya
atau kematian terhadap individu lain. Pelanggaran seperti ini terkena sanksi lebih berat dan
tersangka dapat dikenakan beberapa pasal. Contohnya, Pasal 204 KUHP menyatakan bahwa
individu yang mendistribusikan barang yang dapat membahayakan hidup dan kesehatan orang
lain akan dikenakan sanksi maksimal 15 tahun kurungan penjara. Terlebih lagi, kalau tindakan
tersebut menyebabkan kehilangan nyawa seseorang, pelaku dapat dikenakan hukuman seumur
hidup atau maksimum 20 tahun kurungan penjara (KUHP Pasal 204 (1) dan (2)).

B. Penegakan Pelarangan Obat-Obatan dan Alkohol Ilegal

Beragam badan pemerintah membentuk jaringan penegakan hukum yang kompleks dengan
berdasarkan pada beberapa peraturan. Ada banyak sekali interpretasi akademis mengenai
definisi penegakan hukum. Studi ini mengambil definisi oleh Rahardjo (2009) yang menjelaskan
bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan perilaku mereka. Hukum tidak bisa
bertindak dengan sendirinya dalam memenuhi tujuan dibuatnya hukum itu sendiri, maka dari itu
hukum membutuhkan penegakan melalui petugas aparatur negara (Rahardjo, 2009). Maka dari
itu, studi ini akan berfokus pada bagaimana petugas aparatur negara, lebih spesifiknya pihak
kepolisian dan Satpol PP, menegakkan hukum yang melarang produksi dan distribusi alkohol
ilegal.

Berbagai badan pemerintah memiliki mandat dan tanggung jawab khusus terkait peraturan
alkohol di Indonesia. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengawasi impor, distribusi, dan
penjualan alkohol (termasuk izin berusaha), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
bertugas untuk mengecek kandungan zat, dan Dinas Kesehatan Masyarakat menyediakan
layanan kesehatan, seperti tes tingkat konsentrasi alkohol pada darah dan menyediakan
layanan kesehatan untuk korban keracunan alkohol. Dua badan penegak hukum lainnya yang
bertanggung jawab langsung untuk menindak alkohol ilegal di pasaran adalah pihak kepolisian
dan Satpol PP.




Pihak kepolisian adalah instrumen utama negara yang bertanggung jawab untuk mengelola
keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, dan layanan kepada
masyarakat (UU 2/2002 (b)). Otoritas mereka sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Prosedur
KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) untuk menginvestigasi dan menindak tersangka pelanggaran
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU dan peraturan tingkat nasional lainnya
(KUHAP Pasal 1). Kepolisian Indonesia distruktur dalam beberapa tingkat yang berkorespondensi
dengan pemerintah tingkat daerah (Struktur Organisasi Polri, n.d.). Pada tingkat kabupaten atau
kotamadya (Polres, Polresta, Polrestabes), investigasi alkohol yang melanggar KUHP dilakukan
oleh Satuan Reserse Narkoba atau (Satres Narkoba). Fungsi dari unit ini termasuk mencegabh,
merehabilitasi, dan menginvestigasi penyalahgunaan narkotika dan alkohol (Polrestabes Kota
Bandung, n.d.). Untuk memenuhi fungsi tersebut, pihak kepolisian memiliki otoritas untuk
melakukan kegiatan pengawasan, seperti patroli, pengamatan, pencarian, dan penyitaan, serta
penangkapan (UU 2/2002).

Sementaraitu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah instrumen pemerintah daerah yang
bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan Kabupaten atau Kotamadya. Satpol PP sudah
ada sejak masa kolonial, bahkan sebelum dibentuknya kepolisian nasional. Keberadaannya telah
dikonfirmasi kembali oleh pemerintah Indonesia dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah 6/2010). Setiap kabupaten atau
kotamadya memiliki otoritas untuk membentuk Satpol PP mereka sendiri melalui peraturan
daerah. Misalnya Satpol PP Kota Bandung dibentuk dan diatur melalui Peraturan Kota Bandung
Nomor 06 Tahun 2013 (Perda Kota Bandung 6/2013). Fungsi Satpol PP terdiri dari menegakkan
peraturan daerah, menjunjung tinggi ketertiban umum daerah, melakukan investigasi, dan
mengambil tindakan administratif terhadap pelanggar (Humas Sekretaris Kabinet RI, 2018).
Namun, tidak seperti pihak kepolisian yang dapat melakukan penangkapan dan memberikan
sanksi kepada masyarakat, Satpol PP terbatas hanya bisa mengambil tindakan non-yudisial,
seperti penyitaan atau denda.

Alkohol diregulasi baik dalam KUHP maupun peraturan daerah, dan hal tersebut sering
menyebabkan kebingungan mengenai divisi otoritas dan tanggung jawab antara polisi dan
Satpol PP. Dalam banyak kasus, mereka bekerja berdampingan dalam upaya bersama, seperti
patroli bersama.
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vendor untuk
menunjukkan izin

PROSEDUR UNTUK MENANGKAP PENJUAL
MINUMAN ALKOHOL ILEGAL

Pihak kepolisian dan Satpol PP memiliki prosedur standar operasional untuk investigasi dan
menindak alkohol ilegal. Prosedur mereka sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 untuk
kepolisian dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk Satpol PP. Langkah pertama
adalah melakukan investigasi. Pihak kepolisian dan Satpol PP mengidentifikasi daerah yang
dicurigai menjual alkohol ilegal, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kebanyakan
dari laporan patroli dan laporan masyarakat (Wawancara 17, 2019). Patroli dilakukan secara
rutin dan bahkan bisa berakhir dengan penangkapan, yang menurut Satpol PP Kota Bandung
seringkali terjadi di tempat seperti daerah turis, area perindustrian, terminal yang ramai, dan
stasiun antar-kota (Wawancara 2, 2019). Selain patroli, Satpol PP kota Bandung merasa bahwa
laporan masyarakat baik dari individu maupun organisasi masyarakat membantu mereka
untuk memetakan hot spots, terutama dari media sosial, yang bisa memberikan laporan dan
perkembangan terkini (Wawancara 7, 2019).

Setelah tempat-tempat sudah diidentifikasi, pihak kepolisian dan Satpol PP turun ke

Polisi atau Satpol lapangan dengan berbekal surat perintah dari dinas-dinas terkait. Kegiatan lapangan
PP akan meminta dilakukan antara oleh polisi atau Satpol PP, atau tim gabungan yang dibentuk oleh

kepolisian dan termasuk di dalamnya Satpol PP, BPOM, dan kadang-kadang juga
bahkan anggota TNI (Wawancara 17, 2019). Satpol PP Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Bandung Barat menjelaskan bahwa polisi atau Satpol PP akan meminta

menjual alkOhOlnya vendor untuk menunjukkan izin menjual alkoholnya (ITPMB), dan kalau penjual gagal

(|TPMB), dan kalau untuk menunjukkannya, maka pihak berwenang akan menyita barang bukti. Penyitaan

penjua[ gaga[ untuk dilakukan melalui kesepakatan prosedural di mana para pihak harus menandatangani

menunjukkannya,
maka pihak

berwenang akan Bandung dan Satpol PP Kabupaten Bandung, tipe barang bukti yang disita bervariasi

Berita Acara serah terima barang bukti (Wawancara 2 dan 12,2019). Petugas Satpol PP
di Kota Cimahi selalu meminta vendor untuk menandatangani surat komitmen resmi
untuk berhenti menjual alkohol (Wawancara 5, 2019). Dari pengalaman polisi Kota

menyita barang bukti. mulai dari alkohol selundupan, alkohol palsu, alkohol oplosan, alkohol subtitusi, dan

juga alkohol legal yang dijual di toko-toko retail tanpa ITPMB (Wawancara 2 dan 6).

Ketiga, polisi membawa barang bukti yang disita ke kantor BPOM (Wawancara 15 dan 17,
2019). BPOM kemudian mengujinya di laboratorium untuk mengetahui apakah alkohol tersebut
mengandung zat berbahaya yang ada di daftar kepolisian, seperti metanol. Hasilnya kemudian
dikirim ke pihak kepolisian tidak lebih dari 30 hari setelahnya (Wawancara 15, 2019).




Apabila alkohol terbukti mengandung zat berbahaya, pihak kepolisian kemudian dapat membawa
kasus tersebut ke Pengadilan Negeri untuk proses yudisial. Menurut Pengadilan Negeri dan
sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandung, kasus-kasus yang ada biasanya masuk dalam
klasifikasi pelanggaran ringan. Vendor biasanya dikenakan hukuman maksimum tiga bulan
percobaan, dan kalau selama masa tersebut mereka tetap menjual alkohol ilegal, mereka
secara langsung akan dipenjara (Wawancara 1, 4, 7, dan 8, 2019). Selain itu, para penjual juga
akan dikenakan denda yang jumlahnya ditentukan melalui putusan hakim (Wawancara 9, 2019).
Selanjutnya barang bukti akan dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan lebih lanjut. Di
wilayah Bandung Raya, pihak kepolisian dan Satpol PP melakukan pemusnahan bersama-sama
sebagai acara umum di mana alat berat digunakan untuk menghancurkan ribuan botol sitaan
(Wawancara 17, 2019). Berdasarkan investigasi kepolisian Kota Cimahi dan Satpol PP Kabupaten
Bandung, acara besar tersebut diadakan saat libur Lebaran dan Tahun Baru untuk mencegah
narkoba dan alkohol dikonsumsi pada pesta-pesta anak muda (Wawancara 4 dan 7, 2019).
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Frekuensi patroli
beragam di

TANTANGAN UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HUKUM

1. Tantangan Sumber Daya

Seperti disebutkan sebelumnya, mekanisme utama pihak berwenang untuk memetakan
dan menindak alkohol ilegal adalah melalui patroli, yang sangat membutuhkan SDM
dan memakan waktu. Frekuensi patroli beragam di beberapa wilayah, karena adanya

beberapa wilayah, perbedaan jumlah alokasi personil dan pembiayaan untuk setiap kabupaten. Terlebih

karena adanya lagi, ada beberapa tantangan struktural yang membatasi kemampuan polisi dan Satpol

perbedaan jumlah PP untuk menegakkan peraturan, seperti tantangan infrastruktur dan pengelolaan data.

alokasi personil dan

pembiayaan untuk 9 Tantangan Sumber Daya Manusia
setiap kabupaten.  Banyak sekali faktor yang dipertimbangkan ketika membuat keputusan penugasan

petugas kepolisian di sebuah wilayah, di antaranya luas wilayah, populasi, anggaran,

persentase petugas patroli, durasi, dan beban kerja (McCabe, n.d.). Keputusan ini akan
sangat berdampak pada tingkat efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi, penugasan petugas
kepolisian masih dianggap sebagai tantangan besar dalam memerangi peredaran alkohol ilegal
di wilayah Bandung dan sekitarnya. Di beberapa tempat, pihak kepolisian dan Satpol PP masih
mengalami kekurangan personil untuk melakukan patroli (Wawancara 17, 2019). Satpol PP di
Kota Cimahi hanya terdiri dari empat personil dan mereka ditugaskan untuk mengawasi area
seluas lebih dari 39,27 km? dengan 607.811 penduduk, yang artinya rasio petugas terhadap
populasi adalah 1:151.953. Sama halnya dengan Satres Narkoba Kepolisian Kabupaten Bandung
yang memiliki rasio petugas terhadap populasi sebesar 1:142.972, dengan hanya 26 personil
untuk mengawasi area seluas 1.767,96 km? dengan 3.717.291 penduduk (BPS, 2019; BPS Jawa
Barat 2019; Wawancara 17, 2019). Penting juga untuk dicatat bahwa angka ini merefleksikan
jumlah total personil dalam sebuah unit yang tersebar dengan jadwal kerja yang berbeda-beda.
Jumlah petugas yang berpatroli bahkan lebih sedikit, hanya 2-5 personil dalam sebuah unit yang
ditugaskan di luar patroli bersama (BPS, 2019; BPS Jawa Barat 2019; Wawancara 17, 2019).

Kondisikekuranganpersonilkepolisiandan SatpolPPdiwilayahBandungdansekitarnyadiperkuat
oleh temuan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI berargumen bahwa
Indonesia kekurangan jumlah polisi dengan hanya satu petugas kepolisian untuk 750 orang,
di mana rasio yang disarankan idealnya adalah 1:350 (Siregar, 2008). Kekurangan petugas ini
berakibat pada petugas yang merasa kewalahan dan bekerja lebih berat. Mereka tidak dapat
mengawasi yurisdiksi dan populasi di daerah mereka dengan baik.

3. Tantangan Pembiayaan

Baik polisi maupun Satpol PP di wilayah Bandung Raya mengklaim bahwa pembiayaan adalah
tantangan utama yang membuat mereka tidak bisa aktif melakukan patroli. Mereka juga
berpendapat kalau sistem pembiayaan yang tidak jelas dan tidak pasti membatasi kapasitas
mereka untuk memerangi alkohol ilegal (Wawancara 17, 2019).

Tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk memerangi alkohol ilegal, dan hal tersebut
mengindikasikan bahwa isu ini belum menjadi prioritas. Tanpa anggaran tersendiri, perang




melawan alkohol ilegal harus bersaing dengan isu sosial dan keamanan lainnya di bawah ranah
penegakan hukum. Satres Narkoba pihak kepolisian misalnya, membagi sumber daya mereka
untuk menangani masalah alkohol dan narkoba. Satpol PP bahkan tidak memiliki divisi khusus
yang ditugaskan untuk memerangi alkohol ilegal. Alih-alih, mereka menggunakan sumber daya
mereka untuk menangani isu sosial lainnya, seperti pengemis, pedagang kaki lima, pengamen,
dan praktik prostitusi (Wawancara 2, 3,5, 7, dan 12, 2019).

Masalah pembiayaan ini berdampak pada setiap petugas. Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap biaya operasional terkait kegiatan Satpol
PP seperti patroli harus diambil dari APBD. Termasuk di dalamnya peralatan, transportasi,
dan perlengkapan seperti borgol, tameng, lampu senter, dan pelindung tubuh. Akan tetapi,
pihak kepolisian di Kabupaten Bandung mengklaim bahwa mereka harus menanggung biaya
operasional sendiri, seperti misalnya membayar BBM. Menurut mereka, bagian administrasi
seringkali menolak untuk mengganti pengeluaran biaya kecuali patroli tersebut berakhir
pada penangkapan. Hal ini menyebabkan beban finansial bagi para petugas yang umumnya
memiliki upah yang rendah (Wawancara 1, 2019). Keluhan-keluhan oleh pihak kepolisian ini
mengindikasikan adanya perbedaan besar antara peraturan dan praktiknya, yang kemudian
membuat petugas memilih untuk tidak melakukan patroli.

4. Tantangan Infrastruktur

Infrastruktur yang lebih luas yang dirancang untuk menegakkan larangan alkohol juga belum
dilengkapi dengan baik untuk menangani jumlah kasus yang ada di wilayah Bandung Raya.
Sementara pihak kepolisian dan Satpol PP menanggapi langsung kasus-kasus yang ada, mereka
juga bergantung pada dukungan BPOM dan dinas pemda yang menangani layanan sosial dan
kesehatan masyarakat, yang kemudian juga mengeluhkan minimnya infrastruktur yang mereka
punya. BPOM Jawa Barat misalnya, hanya memiliki satu alat untuk menguji makanan, minuman,
kosmetik, dan obat-obatan untuk sekitar 4.000 sampel yang mereka terima setiap tahun dari
seluruh penjuru Jawa Barat. Hal tersebut menyebabkan penundaan, padahal pihak kepolisian
membutuhkan barang bukti untuk segera diuji untuk investigasi lebih lanjut. Meskipun BPOM
menerima sampel dalam jumlah yang sangat banyak, mereka mengklaim bahwa permohonan
dari polisi selalu diprioritaskan. Pada saat yang sama, BPOM mengungkapkan bahwa kalau
mereka memiliki jumlah mesin yang cukup dalam kondisi baik serta prosedur birokrasi yang
lebih sederhana, mereka dapat menyelesaikan pengujian hanya dalam waktu seminggu
(Wawancara 15, 2019).

5. Tantangan Pengelolaan Data

Tantangan signifikan lainnya adalah pengelolaan data oleh semua pihak yang berwenang. Pihak
kepolisian dan Satpol PP di wilayah Bandung dan sekitarnya tidak mengumpulkan data yang
cukup, sementara data yang tersedia cenderung tidak tertata dengan baik. Misalnya, jumlah
alkohol ilegal yang disita dicatat hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak menjadi
prosedur rutin. Terlebih lagi, tidak ada statistik umum untuk angka penangkapan yang terkait
dengan alkohol ilegal. Satpol PP Kabupaten Bandung mengklaim bahwa pihak kepolisian dan
Satpol PP hanya menyimpan dokumen untuk kasus-kasus tertentu, seperti darurat KLBS
di Kabupaten Bandung pada April 2018, yang kala itu datanya diminta oleh Kapolda Jawa
Barat (Wawancara 2, 2019). Kurangnya data tidak memungkinkan dilakukannya evaluasi atau
pemberlakuan standarisasi yang baik terhadap upaya penegakan hukum.
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Selainitu, kekurangan data membuat perencanaan strategis menjadi sulit bagi pembuat kebijakan
dan petugas lapangan (Wawancara 2, 2019). Bagi pembuat kebijakan, absennya data membuat
mereka tidak dapat membuat kebijakan berbasis fakta yang secara strategis dapat melawan
alkoholilegal. Sementaraitu, petugas lapanganterus bergantung pada patrolidan penggerebekan
yang dilakukan sesekali dan berdasarkan pada informasi publik untuk memerangi alkohol ilegal.
Kurangnya data yang konsisten dan komprehensif tentang penyebaran alkohol ilegal di wilayah
mereka masing-masing membuat analisis dan identifikasi pola yang khusus menjadi sulit.

Pengelolaan data yang lebih baik diperlukan untuk evaluasi upaya penegakan saat ini,
pembuatan kebijakan berbasis barang bukti, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan
penegakan. Pengelolaan data akan selaras dengan kebijakan Satu Data Presiden Jokowi, yang
bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja PNS, atau dalam hal ini petugas penegak hukum,
apakah mereka sudah mencapai target mereka (Humas Sekretaris Kabinet RI, 2019).

6. Tantangan Kerja Sama

Seperti dijelaskan di atas, berbagai dinas pemerintah di wilayah Bandung dan sekitarnya terlibat
dalam sebuah tim yang memerangi alkohol ilegal. Hal ini membutuhkan koordinasi pada tingkat
tertentu, akan tetapi untuk bekerja sama dengan baik juga merupakan sebuah tantangan. Para
dinas cenderung beroperasi dalam ranah masing-masing saja, sehingga tidak mudah dijangkau
satu sama lain.

Dinas-dinas tersebut saling menuduh satu sama lain. Misalnya, kepolisian Kabupaten Bandung
menyalahkan BPOM Jawa Barat yang menyebabkan tertundanya proses investigasi karena
dibutuhkan waktu hampir satu bulan untuk mendapatkan hasil pengujian. Pihak kepolisian
khawatir penundaan tersebut dapat menyebabkan alkohol menguap yang kemudian dapat
mengganggu investigasi mereka (Wawancara 1,2019).BPOM Jawa Barat selalu memprioritaskan
dan langsung melakukan pengujian alkohol meskipun mereka hanya memiliki fasilitas dan
personil yang terbatas, tetapi prosedur laboratorium membutuhkan hingga 30 hari untuk
dipenuhi (Wawancara 15, 2019). Miskomunikasi semacam ini menyebabkan kolaborasi yang baik
susah untuk diwujudkan.

Terlebih lagi, tidak ada mekanisme berbagi data antara dinas-dinas pemerintah. Ketika ditanya
mengenai data kematian dan cedera terkait alkohol ilegal di kabupaten terkait, Satpol PP
mengarahkan ke pihak kepolisian, yang kemudian mengarahkan lagi ke RSUD (Wawancara 18,
2019). Data tidak dibagikan secara sistematis, dan termasuk juga pada dua institusi penegak
hukum ini, pihak kepolisian dan Satpol PP. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di wilayah
Bandung dan sekitarnya, kerja sama antara pihak berwenang di Kota Bandung, Kabupaten
Bandung Barat, dan Kota Cimahi sangatlah minim. Meskipun ada opsi untuk melakukan patroli
bersama, mereka cenderung lebih memilih untuk melakukannya sendiri-sendiri (Wawancara
17, 2019). Sama halnya dengan kerja sama antara penegak hukum dan pemangku kepentingan
eksternal, juga sangat minim. Pihak kepolisian Kota Bandung bergantung pada laporan
masyarakat, tetapi mereka tidak mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat
yang dianggap juga merupakan konsumen alkohol dan memberi pengaruh yang buruk terhadap
masyarakat (Wawancara 6, 2019).




7. Indikasi Korupsi

Persepsi masyarakat terhadap kepolisian Indonesia selalu dikaitkan dengan korupsi dan
penyuapan. Menurut Transparency International’s Global Corruption Barometer (2017), 83%
masyarakat Indonesia percaya bahwa sebagian, kebanyakan, atau semua petugas kepolisian
terlibat korupsi, dan satu dari empat masyarakat Indonesia dilaporkan melakukan tindak
penyuapan kepada polisi dalam 12 bulan terakhir (Transparency International, 2017). Wawancara
yang dilakukan untuk penelitian ini mengonfirmasi bahwa persepsi serupa juga ada terhadap
dinas-dinas penegak hukum yang memerangi alkohol ilegal di wilayah bandung dan sekitarnya.
Ada persepsi yang meluas mengenai tindak korupsi polisi terkait alkohol ilegal. Ketika ditanya
tentang beberapa orang yang kerap melanggar hingga berkali-kali, Satpol PP Kabupaten
Bandung menganggap bahwa beberapa vendor alkohol ilegal didukung dan dilindungi oleh pihak
kepolisian (diduga dengan cara menyuap) yang mengizinkan mereka untuk kembali membuka
kios mereka setelah mereka ditangkap (Wawancara 2, 2019). Satpol PP Kabupaten Bandung
Barat mengungkapkan kemungkinan skenario korupsi lainnya yang terjadi ketika lokasi-lokasi
yang telah diidentifikasi menjual alkohol ilegal telah dibersihkan sebelum penggerebekan oleh
Satpol PP. Mereka berasumsi informasi tentang rencana penggerebekan telah dibocorkan oleh
sejumlah pihak (Wawancara 12, 2019). Masyarakat juga melaporkan kasus-kasus korupsi.
Seorang sumber yang diwawancara dan memilih untuk tidak disebutkan identitasnya mengklaim
bahwa ia membeli alkohol impor dari kepolisian Kota Bandung seharga Rp 100.000, padahal
harga pasar tujuh kali lebih mahal. Disinyalir, alkohol tersebut diambil dari barang sitaan yang
seharusnya dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut (Wawancara 12, 2019).

Meskipun sulit untuk membongkar praktik-praktik korupsi, persepsi mengenai korupsi itu sendiri
secara signifikan dapat merusak upaya penegakan hukum untuk menanggulangi alkohol ilegal.
Persepsi korupsi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat yang sebetulnya dibutuhkan
untuk mendukung kerja sama yang efektif antara masyarakat dan dinas-dinas penegak hukum.
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REKOMENDASI

Penyebaran alkohol ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya adalah masalah yang kompleks
yang berasal dari berbagai faktor, termasuk pilihan kebijakan dan upaya penegakan hukum
yang tidak memadai seperti yang dibahas sebelumnya. Masalah multi dimensi ini membutuhkan
upaya yang komprehensif dari beberapa dinas pemerintah. Tiga kunci reformasi diperlukan
untuk menanggulangi masalah alkohol ilegal: reformasi regulasi, reformasi birokrasi, serta
upaya edukasi dan konseling.

1. Reformasi Regulasi

Peraturan pusat dan daerah mengenai minuman beralkohol utamanya dimaksudkan untuk
. mencegah orang untuk minum alkohol legal berdasarkan alasan kesehatan masyarakat,
Ket' ka d kSGS kebudayaan, dan keagamaan. Akan tetapi, hal tersebut tanpa disengaja memiliki konsekuensi
[ega[ dibatasi, buruk, yaitu masyarakat beralih pada alkohol ilegal. Ketika akses legal dibatasi, konsumen
k beralih ke opsiilegal. Seluruh petugas yang diwawancarai untuk penelitian ini melihat alasan
onsumen utama penyebaran alkoholilegal adalah karena komunitas berpendapatan rendah tidak dapat
beralih ke OpSi mengakses alkohol legal karena harga retail yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas di
ilegal. toko-toko. Sebuah penelitian oleh Uddarojat (2016) juga mengonfirmasi bahwa harga yang
lebih murah dan akses yang lebih mudah adalah alasan utama orang mengonsumsi alkohol

ilegal (lihat grafik 2).

Gambar 1.
Alasan Mengonsumsi Alkohol llegal (n=50)
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Sumber: Uddarojat, R. (2016).

Fenomena ini mirip dengan pengalaman di beberapa negara lainnya, tidak hanya periode
pelarangan di AS pada tahun 1920an dan 1930 yang terkenal karena berakhir buruk, tetapi juga
di beberapa negara islam. Masalah terkait alkohol ilegal dilaporkan telah terjadi di Libya, Yaman,




Iran, dan Arab Saudi, di mana buah yang difermentasi dicampur dengan tingkat alkohol yang
tidak jelas dan juga zat-zat industri seperti metanol dan alkohol untuk medis (Taleb & Behelah,
2014; MEE Correspondent, 2018; Esfandiari, 2017; “Alcohol in Saudi Arabia,” 2019).

Dikarenakan alkohol ilegal menyebabkan risiko yang tidak terukur terhadap masyarakat, dan
juga dampak kesehatan yang serius, serta distribusi terselubung melalui pasar gelap, maka
akan lebih baik apabila pemerintah mengurangi batasan untuk alkohol yang aman dan legal.
Pertama, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 158 Tahun 2018 direvisi untuk menurunkan
tarif cukai alkohol seluruh kategori. Selain itu, pihak pemerintah harus memfasilitasi akses
masuk pasar alkohol daerah, seperti Arak Bali (Bali), Cap Tikus (Manado), Sopi (Nusa Tenggara
Timur), Drum (Bali), Jamu Intisari,dan Anggur Kolesom (Kusuma, 2019; “Arak Bali,’n.d.; Kontan, 2019;
Suryobuwono, 2013; Tribun News, 2019; “Astidama Distillery,” n.d.; Mangaupul, 2017). Mengizinkan
konsumen untuk mengakses alkohol lokal yang harganya terjangkau akan memberikan mereka
opsi yang lebih murah dan aman yang dapat dimonitor lebih mudah, sekaligus mendukung
pariwisata dan industri lokal (Ardha, 2019; Berita Manado, 2019; Kontan, 2019).

Kedua, sementara batas umur perlu ditegakkan untuk mencegah konsumi alkohol di bawah
umur, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 06 Tahun 2015, dan
peraturan-peraturan daerah yang melarang penjualan alkohol legal harus direvisi. Toko-toko
berizin, seperti minimarket dan toserba, harus menyediakan akses yang aman ke alkohol legal.
Konsumen harus membuktikan bahwa mereka secara legal diizinkan untuk membeli alkohol
dan pelanggaran akan berakibat pada peninjauan kembali atas izin usaha.

Ketiga, denda untuk pelanggaran ringan harus dinaikkan sesuai dengan peraturan daerah.
Denda karena menjual alkohol ilegal setidaknya harus setara dengan keuntungan rata-rata yang
didapatkan penjual dengan menjual alkohol ilegal tersebut.

2. Kesempatan untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Penegak Hukum
Operasi pasar gelap memang sulit untuk ditelusuri dan ditanggulangi karena dilakukan
secara tersembunyi, maka dari itu upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian

dan Satpol PP perlu untuk dikuatkan. Patroli idealnya dilakukan setiap hari dengan
personil yang cukup. Jumlah petugas Satres Narkoba dan Satpol PP perlu ditambah
hingga angka yang mencukupi dan sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah terkait.
Selain itu, kapasitas dinas penegak hukum dan kapasitas aparatur perlu ditingkatkan
seperti yang sudah disebutkan dalam Rencana Kerja 2019 Satpol PP Kabupaten
Bandung (Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bandung, 2018).

Setiap pemerintah daerah sebaiknya menaikkan angka pengeluarannya yang
dikhususkan untuk mendeteksi alkohol ilegal. Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya
transportasi dan pengeluaran operasional lainnya. Hal-hal yang lebih mendetail harus
dimasukkan dalam prosedur standar operasi dengan proses pengembalian yang
transparan untuk menghindari penyalahgunaan dana. Investasi dengan membeli alat
uji baru untuk BPOM juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam
menguji zat-zat yang dicurigai dengan cepat.

Untuk memastikan alokasi anggaran dipakai secara efisien dan efektif, pihak kepolisian

Patroli idealnya
dilakukan setiap
hari dengan personil
yang cukup. Jumlah
petugas Satres
Narkoba dan Satpol
PP perlu ditambah
hingga angka yang
mencukupi dan
sesuai dengan jumlah
penduduk di wilayah
terkait.
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dan Satpol PP akan diwajibkan untuk melaporkan penemuan mereka dari patroli alkohol ilegal
di sistem komputer yang terintegrasi. Setelah satu tahun mengumpulkan laporan harian, jumlah
rata-rata dari kasus, penangkapan, kematian, cedera, kemudian akan digunakan untuk evaluasi
investasi dan kemungkinan perancangan ulang kebijakan.

Oleh karena penjualan alkoholilegal berlangsung pada level grassroot, cara untuk menanggulangi
masalah ini adalah dengan menetapkan mekanisme pelaporan antara pihak berwenang dan
masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam sistem keamanan bisa mengurangi kebutuhan
sumber daya yang diperlukan untuk penegakan hukum. Terkait dengan hal itu, teknologi
informasi dan komunikasi baru dapat membantu pihak berwenang. Center for Indonesian Policy
Studies (CIPS) misalnya, melakukan kampanye Stop Oplosan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang bahaya alkohol ilegal untuk kesehatan (Center for Indonesian
Policy Studies, n.d.). Ada fitur dalam laman web kampanye tersebut yang memperbolehkan siapa
saja untuk melaporkan tempat-tempat yang menjual Oplosan. Kerahasiaan data pelapor yang
membuat laporan tentang lokasi penjual dan mengunggah foto lokasi akan dirahasiakan (Stop
Oplosan, n.d.). Beberapa laporan dari masyarakat telah diterima dan kampanye ini berencana
untuk meneruskan laporan tersebut ke media dan pihak berwenang.

3. Upaya Edukasi dan Konseling

Untuk memerangi alkohol ilegal dari sisi permintaan dibutuhkan upaya edukasi dan konseling
sebagai tindakan pencegahan dan pengobatan. Banyak negara telah gagal untuk mengurangi
penyalahgunaan obat dan alkohol karena pemerintah pusat, provinsi/negara bagian, dan daerah
memprioritaskan penegakan hukum daripada pencegahan (Milkman, 2019). Di Indonesia, studi
yang dilakukan oleh Respatiadi dan Tandra (2018) menunjukkan bahwa hanya 27% mahasiswa di
Kota Bandung (yang terlibat dalam studi tersebut) yang sadar akan adanya kampanye oleh pihak
universitas tentang dampak dari konsumsi alkohol (Respatiadi & Tandra, 2018). Upaya edukasi
dan konseling harus dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan,
dan organisasi keagamaan. Mereka harus menjelaskan bahaya mengonsumsi alkohol dari
perspektif kesehatan masyarakat dan norma-norma masyarakat lokal kepada kaum muda.

Banyak negara telah gagal untuk mengurangi
penyalahgunaan obat dan alkohol karena pemerintah pusat,
provinsi/negara bagian, dan daerah memprioritaskan
penegakan hukum daripada pencegahan.

Islandia misalnya, telah berhasil mengurangi angka penggunaan zat-zat berbahaya pada remaja
dengan signifikan. Kuncinya adalah dengan memperkuat peran keluarga. Setiap tahun,kaum anak
dan remaja di Islandia berpartisipasi dalam survei komprehensif yang terdiri dari pertanyaan
mengenai kepercayaan diri, pola penggunaan alkohol, kondisi keluarga, karakter lingkungan,
dsb. Orangtua diundang untuk menandatangani ‘Perjanjian Orangtua’ yang diperkenalkan saat
rapat orangtua di sekolah. Terakhir, kupon yang diberikan oleh pihak pemerintah kota (Kartu
Kegiatan) mensubsidi setiap anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan setelah jam
sekolah (olahraga, musik, dll.) sehingga dapat mendorong mereka untuk menghabiskan waktu
luang dengan kegiatan yang positif (Milkman, 2019).




DiIndonesia sayangnya tidak ada institusi pemerintah yang berfokus pada rehabilitasi konsumen
alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan
narkotika, zat psikotropika, dan zat aditif lainnya, namun tidak termasuk tembakau dan alkohol
(Profil BNN, n.d.). Upaya bersama harus dilakukan antara BNN, Kantor Layanan Kesehatan
Masyarakat untuk rehabilitasi medis, Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial, dan kementerian-
kementerian terkait. Upaya-upaya untuk menanggulangi penyebaran alkohol ilegal harus
sekuat upaya serupa untuk penyalahgunaan obat, karena keduanya menyebabkan jumlah angka
kematian dan cedera yang signifikan.
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